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The role of the police is one of the important requirements in the misuse of 
subsidized gas in the Central Java Regional Police jurisdiction. The role is the 
implementation of the implementation of the duties, functions and authority of the 
police as law enforcement officers as stipulated in Law Number 2 of 2002 
concerning the Indonesian National Police. 
This study aims: (1) To find out the role of the police in handling cases of 
subsidized gas abuse in the jurisdiction of the Central Java Regional Police. (2) To 
find out the efforts of the police in handling cases of subsidized gas abuse in the 
jurisdiction of the Central Java Regional Police. (3) To find out the obstacles faced 
by the police in handling cases of subsidized gas abuse in the jurisdiction of the 
Central Java Regional Police. 
This type of research is field research. The approach used is empirical 
juridical. Data collection techniques through interviews and documentation were 
then analyzed using qualitative descriptive methods. 
The results of this study indicate: (1) The role of the police in handling cases 
of subsidized gas abuse in the jurisdiction of the Central Java Regional Police, in 
terms of contributions when they see directly / caught red-handed, will act directly 
through police reports according to format A to conduct investigations and 
investigations so that the P21 case and on trial in the judiciary, the police in certain 
sections such as the Binmas field will conduct socialization about the dangers of 
misuse of subsidized gas. (2) The efforts of the police in handling cases of subsidized 
gas misuse in the area of the Central Java Regional Police are through legal and 
non-criminal channels. (3) Constraints faced by the police in handling cases of 
subsidized gas abuse in the jurisdictions of the Central Java Regional Police, 
namely: limited personnel to patrol as the crime of gas diversion is an ordinary 
offense, diversion of gas itself has been carried out by many business actors, the 
amount of gas sourced from LPG diversion that is not in accordance with the tera 
sign which has been deposited to retailers has become a problem for investigators, 
legal metrology legal entities currently do not have civil servant investigators 
resulting in not being able to enforce the law related to legal metrology and only 
coaching, lack of effectiveness in the imposition of criminal sanctions to the 
perpetrators. 
Based on the results of this study the police are expected to also provide 
socialization or appeals through Media, Radio, Television, Newspapers. This needs 
to be done so that the public knows and understands that the crime of misuse of 
LPG is strictly prohibited. 
 








Peranan pihak kepolisian menjadi salah satu syarat penting dalam 
Penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Peran 
merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian 
sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam 
menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum 
Polda Jateng. (2) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani kasus 
tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng. (3) 
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak 
pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng. 
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan 
yang digunakan yuridis empiris. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara 
dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran kepolisian dalam menangani 
kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng, 
dalam hal kontribusi apabila melihat langsung/ tertangkap tangan akan menindak 
langsung melalui laporan polisi sesuai format A sampai melakukan penyidikan dan 
Penyelidikan sehingga kasus P21 dan disidangkan dalam peradilan, kepolisian di 
bagian tertentu seperti bidang Binmas akan melakukan sosialisasi tentang 
bahayanya penyalahgunaan gas bersubsidi. (2) Upaya kepolisian dalam menangani 
kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng 
yaitu melalui jalur penal dan non penal. (3) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam 
menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum 
Polda Jateng yaitu: keterbatasan personil untuk melakukan patroli sebagaimana 
tindak pidana pengalihan gas merupakan delik biasa, pengalihan gas sendiri telah 
banyak dilakukan oleh pelaku usaha, banyaknya gas bersumber dari pengalihan gas 
elpiji yang tidak sesuai dengan tanda tera yang tiding telah disetorkan ke pengecer 
menjadi kesulitan penyidik, badan hukum metrology legal saat ini belum memiliki 
penyidik PNS mengakibatkan tidak dapat melakukan penegakan hokum terkait 
dengan metrology legal dan hanya dilakukan pembinaan saja, kurangnya efektivitas 
pengenaan sanksi pidana kepada pelaku. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak kepolisian juga 
memberikan sosialisasi ataupun himbauan melalui Media, Radio, Televisi, Koran. 
Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa tindak pidana 
penyalahgunaan gas elpiji itu sangatlah di larang. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan 
ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Salah satu masalah 
keterbatasan manusia di jaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya 
bahan bakar minyak, hal ini merupakan sumber daya alam yang tidak bisa 
diperbaharui, kondisi tersebut dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, 
termasuk di Indonesia. Menurut data statistik, cadangan minyak bumi 
Indonesia hanya sekitar 500 juta barel per tahun. Hal ini berarti minyak bumi 
jika terus dikonsumsi dan tidak ditemukan cadangan minyak baru atau tidak 
ditemukan teknologi baru, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan 
habis dalam waktu dua puluh tiga tahun mendatang. Ini merupakan 
konsekuensi logis dari pemakaian besar-besaran bahan bakar fosil tanpa 
dibarengi ketersediaan bahan bakar fosil demi memenuhi kebutuhan manusia. 
Berarti apabila sekarang tahun 2017 maka menipisnya cadangan minyak bumi 
tersebut diestimasikan akan habis pada tahun 2030.1 
Hal tersebut menjadi latar belakang utama lahirnya kebijakan konversi 
minyak tanah ke gas, program kebijakan ini merupakan program pengalihan 
subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke gas LPG 3 kg 
                                                          
1https//m.tempo.co/read/news/2007/07/25/055104384/konversi-minyak-tanah-ke-elpiji, 




melalui pembagian paket LPG 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang 
secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. 
Program konversi ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Institusi, yaitu 
antara lain adalah Kementrian Negara Koperasi dan UKM sebagai institusi 
pengadaan kompor dan aksesorisnya serta mendistribusikannya ke masyarakat 
yang bekerja sama dengan P.T Pertamina. 
Pihak kedua adalah P.T Pertamina yang bertugas menyediakan tabung 
dan isi LPG. Pada praktiknya, P.T Pertamina menjadi koordinator dalam proses 
konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Dalam pendistribusian ini terdapat pihak-
pihak yang menjadi intermediasi dari Pertamina hingga konsumen akhir. 
Secara sederhana pelaku distribusi gas LPG yang diterapkan oleh Pertamina 
antara lain Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk LPG (SPPBE), Agen, 
Pangkalan dan Pengecer. Dalam sistem distribusi tertutup tersebut (Closed 
Loop System) interaksi antara para pelaku distribusi tersebut ditentukan bahwa 
setiap agen hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG di SPPBE yang ada di 
daerah tersebut. Sedangkan untuk pengkalan hanya diperbolehkan untuk 
mengisi LPG hanya pada agen yang sama dan disusul pengecer hanya 
diperbolehkan untuk mengisi LPG pada satu pangkalan. 
Namun seiring berjalannya waktu, banyak agen-agaen penjual LPG 
banyak yang melakukan kecurangan demi keuntungan yang besar. Persaingan 
tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak SPBE untuk 
melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas LPG, dengan 




Perilaku dari agen ini akan memicu terjadinya persaingan tidak sehat yang 
berupa perebutan pasar. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara 
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dilakukan dengan caratidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha 
memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu 
sendiri, semua itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu 
keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas LPG. 
Seperti kasus di Kota Semarang dimana pada tanggal 11 Maret 2019, 
Tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan AA yang 
diduga melakukan pemindahan gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non subsidi 
5,5 kg dan 12 kg. Tersangka memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung 
5,5 kg dan 12 kg dengan menggunakan pipa besi dan es batu sebagai sarana 
pendinginannya dan selanjutnya diperdangankan di daerah Semarang serta 
Kendal, dengan omset penjualan perbulan mencapai 100 juta rupiah dengan 
keuntungan bersih sebesar 30 juta rupiah. Tersangka AA kami sangkakan 
dengan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 32 ayat (1) 
Undang-Undang RI Tahun 1981 serta Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf 
a dan b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan atau 
denda paling banyak 2 milyar rupiah.2 
                                                          
2 https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2019/03/28/ditreskrimsus-polda-jateng-kembali-





Berdasarkan uraian di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa telah 
terjadinya penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jawa 
Tengah. Maka peranan pihak kepolisian menjadi salah satu syarat penting 
dalam Penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. 
Peran merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang 
kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan 
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa 
kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Karena pada dasarnya Kepolisian 
Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum 
yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan legitimasi hukum yang 




melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa 
tugas Kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dan 
memberikan perlindungan kepada masyarakat.3 
Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas 
masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepatian hukum sehingga berbagai 
perilaku kriminal yang mana selanjutnya disebut dengan tindak pidana dan 
tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota 
masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Gas Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Jateng” 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng? 
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng? 
                                                          





3. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak 
pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah 
1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng. 
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng. 
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani 
kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum 
Polda Jateng. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah  
a. Manfaat teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 
pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan perkembangan peran kepolisian dalam menangani kasus 
tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di Wilayah Hukum Polda 
Jateng.   




Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun 
masukan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini institusi kepolisian 
khususnya Polda dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui serta 
menyadari tentang pentingnya keamanan, selain itu penulis juga dapat 
menambah pemahaman pengetahuan dan wawasan luas mengenai peran 
kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan gas 
bersubsidi.   
 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menyajikan penelitian terkait 
yang pernah dilakukan. adapun penelitian yang terkait dengan penelitian 
tentang peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Jateng adalah sebagai 
berikut:  
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Debita Putri Widiastuti (2018) 
yang melakukan penelitian dengan judul Penyidikan Terhadap Tersangka 
Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Gas Elpiji Hasil Pengoplosan 
oleh Penyidik Polresta Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pelaku usaha 
memperdagangkan gas elpiji hasil pengoplosan yang ditangani oleh penyidik 
Polresta Surakarta, serta hambatan-hambatannya. Analisis data didasarkan atas 
metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif yang 




pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan 
gas elpiji hasil pengoplosan di Polresta Surakarta adalah memulai melakukan 
penyidikan dan untuk mengakhiri setiap tindakan penyidikan dengan membuat 
berita acara yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh penyidik 
dalam mencari bukti ditempat kejadian perkara dan meneruskan hasil tersebut 
guna proses penyidikan selanjutnya, pemanggilan tersangka dan para saksi, 
penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Hambatan-hambatan yang timbul 
dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelaku usaha yang 
memperdagangkan gas elpiji hasil pengoplosan di Polresta Surakarta terdiri 
atas 4 faktor yaitu faktor keterangan tersangka dan saksi, faktor sarana dan 
prasarana, faktor sumber daya manusia dan minimnya anggaran penyidikan.4 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Hayu (2019) dengan 
judul Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam 
Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan tanpa Izin Pengangkutan 
BBM Jenis Solar di Perairan Laut Lampung (Studi pada Direktorat Kepolisian 
Perairan Polda Lampung). Penelitian ini membahas tentang peran Ditpolair 
Polda Lampung dalam mengatasi perkara penyalahgunaan dan tanpa izin 
pengangkutan BBM jenis solar yang terjadi di Perairan Laut Lampung serta 
faktor penghambatnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis 
normatif dan yuridis empiris, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peran Ditpolair Polda Lampung dalam mengatasi perkara 
                                                          
4 Debita Putri Widiastuti, “Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pelaku Usaha 
Memperdagangkan Gas Elpiji Hasil Pengoplosan oleh Penyidik Polresta Surakarta”, Jurnal 





tersebut termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan peranan 
faktual dilaksanakan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan 
dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang. Faktor yang menghambat peran Ditpolair Polda 
Lampung dalam penanganan perkara tindak pidana pengangkutan BBM jenis 
solar secara illegal yang terjadi di Perairan Laut Lampung terdiri atas faktor 
sarana dan prasarana, yaitu adanya disparitas harga solar dan keterbatasan 
faktor sarana dan prasarana patroli pada Ditpolair Polda Lampung, sehingga 
terkadang menjadi kendala.5 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ariadi Mandala Putra (2015) 
dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar 
Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 
Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana 
penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di 
wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru, hambatan-hambatan dalam penegakan 
hukum serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dapat 
digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis (empiris) yang dianalisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak 
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pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di 
wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru, tindakan yang pertama dilakukan oleh 
pihak kepolisian adalah tindakan preventif (pencegahan). Hambatannya yakni 
dirasa masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
kurang memadai, sulitnya mengungkap barang bukti, tempat pembelian dan 
penjualan transaksi penyalahgunaan bahan. bakar bersubsidi jenis solar 
berpindah-pindah dan besarnya anggaran yang dibutuhkan pihak kepolisian 
dalam proses pembuktian perkara menggunakan saksi ahli. Upayanya 
dilakukan dengan mengadakan kegiatan pembelajaran khusus bagi polisi, 
melengkapi sarana dan prasarana yang ada, membina hubungan yang harmonis 
dan kekeluargaan terhadap masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-
matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tempat oknum 
penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.6 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai peran kepolisian dalam 
menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di Wilayah 
Hukum Polda Jateng belum pernah dilakukan sebelumnya.  
 
F. Metode Penelitian  
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1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).  
Penelitian lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan 
dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara 
langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
telah disiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan 
maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden 
tentang permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris. 
Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer yang mana data 
tersebut didapat langsung sebagai sumber pertama dengan melalui 
penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris disebut sebagai studi 
hukum dalam tindakan. Disebut demikian, karena penelitian menyangkut 
hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain, 
jadi merupakan studi yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya 
berdasarkan data yang terjadi di lapangan.7 
 
3. Sumber Data  
Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data 
sekunder berikut penjelasannya: 
                                                          





1) Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber-
sumber asli. Sumber asli ini diartikan sebagai sumber pertama dari 
mana data tersebut diperoleh.8 Sumber data primer diperoleh peneliti 
melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dengan 
narasumber. Penelitian data primer ini didapatkan dengan melakukan 
wawancara dengan pihak kepolisian di Polda Jawa Tengah. 
2) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 
untuk melengkapi data primer yaitu meliputi buku-buku, literature, 
undang-undang, skripsi, tesis dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penulis 
menggunakan data sekunder yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi, dan undang-undang atau peraturan lain serta jurnal, buku-buku, 
dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengambilan data merupakan suatu langkah yang paling 
strategis dalam penelitian karena dari pengambilan data bertujuan untuk 
                                                          





mendapatkan keabsahan data. Teknik pengambilan data yang dilakukan 
yaitu: 
1. Wawancara  
Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung 
antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. 
Sebelumnya penulis telah menyiapkan pertanyaan sehingga wawancara 
tersebut dapat dilakukan secara terstruktur dan memperoleh data yang 
teliti. Wawancara dilakukan oleh informan yang paham dengan 
karakteristik penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini wawancara 
dilakukan dengan pihak Kepolisian di Polda Jawa Tengah khususnya 
bagian yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan gas 
bersubsidi.  
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 
mempelajari melalui data-data tertulis melalui arsip-arsip termasuk 




5. Metode Analisis Data  
Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah :yang 




laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.9 Analisis 
dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-
data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada 
relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk 
menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. 
 
G. Rencana Sistematika Penulisan  
Rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan.  
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
 Bab II berisi tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti yaitu peran kepolisian dalam menangani 
kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah 
hukum Polda Jateng. 
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab III menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, 
dianalisis dan ditafsirkan. Data penelitian akan tampak jelas disusun 
                                                          




sesuai dengan urutan rumusan masalah yang pembahsannnya telah 
dikonstalasikan dengan tinjauan konsptual.  
BAB IV PENUTUP 
Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya untuk menjawab 
rumusan masalah serta saran yang diberikan penulis setelah 








A. Tinjauan Tentang Peran 
Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya 
di lingkungan sekolah, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peran 
yang diambil tiap masing-masing individu, seperti peran sebagai Rektor, peran 
sebagai Dosen, peran sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun dalam 
pembahasan ini akan dibatasi pada peran kepolisian juga. Sebelum membahas 
lebih jauh akan lebih baik jika kita mengetahui apa pengertian dari peran itu 
sendiri. Peran dalam Tesaurus Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan: 1) 
karakter; 2) kapasitas, kedudukan, fungsi, pos, posisi, tugas.10 
Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 
berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari 
dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang 
tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 
berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role  juga memiliki 
beberapa bagian, yaitu11:  
1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul 
dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.  
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2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan 
masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.  
3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami 
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan 
dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.  
4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara 
emosional.  
5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kagagalan seseorang dalam 
menjalankan peranan tertentu.  
6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya dapat 
dicontoh, ditiru, dan diikuti.  
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang 
dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.  
8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila 
seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan 
peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang 
bertentangan satu sama lain.  
Peran yang dimaksud dalam penelitiaan ini adalah perilaku seseorang 
sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.  
Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan 




melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 
menjalankan suatu peranan”12. 
Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial, peranan adalah 
tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.13  
Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono 
Soekanto bahwa :  
a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat,  
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi,  
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 
sebagai struktur sosial masyarakat14.  
Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu 
prilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang 
diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku 
sosiologi suatu pengantar bahwa: “Peranan adalah suatu prilaku yang 
diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”15.  
Wirutomo bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, 
seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang 
berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”16. Peranan didefinisikan 
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sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang 
menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma 
dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang 
diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam 
peranan-peranan yang lain.  
Peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu: pertama, harapan-
harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban 
dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang 
peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan 
dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.  
David Berry berpendapat, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian 
dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai 
pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain dari Alvin L. 
Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah 
pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau 
kedudukan tertentu”17.  
Berdasarkan Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peran 
merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan 
oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu 
posisi dalam sistem sosial. 
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B. Tinjauan Tentang Kepolisian 
1. Pengertian Kepolisian  
Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan 
bahwa istilah polisi mengandung arti :  
- Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum  
- Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban 
umum.  
Istilah polisi dalam pengertian ini mengandung 2 (dua) makna 
yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:  
1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat,  
2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban,  
3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu,  
4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala 






Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara menyatakan bahwa 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian 
Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas 
memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Pasal 4 menyatakan :  
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia.”  
 
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian  
Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 Pasal 13, yaitu :  
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  
2) Menegakkan Hukum, dan  






Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat. Menurut C.H. Niewhuis18 untuk melaksanakan 
tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:  
1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu 
berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, 
ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, 
dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat 
dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya 
dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.  
2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu 
berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap 
pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk 
penghukuman.  
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka di 
dalam organisasi kepolisian, terbagi dua macam kepolisian sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :  
1. Polisi administratif  
Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan 
sebagainya). Tugas polisi ini pada umumnya memberikan pelayanan 
umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat, menegakkan 
hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan 
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menjaga ketertiban. Karena tugasnya yang bersifat preventif dan 
melayani, Polisi ini selalu berseragam.  
2. Polisi peradilan, Polisi rahasia atau Reserse  
Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, 
mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan. Dan 
mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara 
rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse. Di Indonesia 
Polisi ini disebut Reserse (Bareskrim, Reserse Kriminil, Restik, 
Reserse Narkotika). Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan Undang-
Undang, seperti KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya 
karena tugas Polisi ini banyak menyinggung hak-hak asasi dan 
bersifat represif.  
Secara jelas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia mencantumkan tugas kepolisian yaitu : 
a) Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum;  
b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit 
masyarakat,  
c) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk 
memberi perlindungan dan pertolongan, dan  






Sesuai dengan rumusan tugas tersebut maka lingkup tugas 
Kepolisian Negara sebagai alat Negara penegak hukum adalah :  
1) Preventif Kepolisian  
2) Bimmas Kepolisian  
3) Represif Kepolisian  
 
3. Kewenangan Polisi dalam Proses Pidana  
Khusus di bidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam rangka 
menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia berwenang untuk:  
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 
perkara untuk kepentingan penyidikan;  
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 
penyidikan;  
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri;  
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  





g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara;  
h. mengadakan penghentian penyidikan;  
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;  
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana;  
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan 
penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain:  
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan;  
c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  
d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  




Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri 
(diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :  
a. Keadaan yang sangat perlu  
b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan  
c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian. 
 
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana Menurut KUHP 
Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana yaitu stafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS 
Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak 
ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaarfeit 
karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah 
itu.19 
Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau 
yang berbeda mengenai pengertian “perbuatan pidana” dan “tindak 
pidana”. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah 
dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh 
Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertaian tindak pidana belum diungkap 
secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka 
dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur 
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pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda 
dengan dengan pengertian perbuatan pidana. 
Apabila pengertian tindak pidana terpisah dari 
pertanggungjawaban pidana, maka dapat diartikan bahwa istilah tindak 
pidana dianggap sama dengan perbuatan pidana. 
Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. 
Moeljiatno, “bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan 
pidana”, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini 
perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan tidak disebut 
disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa 
antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak 
mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi 
arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa 
yang melanggar perbuatan tersebut.20 
Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan 
(berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional 
jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat 
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur 
pidananya.21 
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Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian 
Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi 
ketentuan-ketentuan tentang : 
a) Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan 
tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi. 
b) Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada 
bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang 
diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar. 
c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara 
melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan 
hakim).22 
Jenis-jenis pidana sebagaimana terdapat pada KUHP sebagai 
sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP pidana dibedakan 
menjadi dua kelompok, antara pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok 
terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda 
dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan 
hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu dan pidana 
pengumuman keputusan hakim.23 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat 
dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut 
teoritis; (2) dari sudut undang-undang.  
Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut Undang-
undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
mendaji tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan 
perundang-undangan yang ada.24 
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu pebuatan dianggap 
delik (tindak pidana) bila terpenuhi syarat dan unsur. Adapun unsur dapat 
dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: pertama unsur umum, artinya unsur-
unsur yang harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Kedua, unsur 
khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis tertentu. 
Adapun yang termasuk dalam unsur umum tindak pidana adalah : 
a) Unsur formil (adanya Undang-Undang).  
Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan 
pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada nash atau undang-undang 
yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan 
asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan 
                                                          




hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada perturan 
yang mengundangkannya. 
b) Unsur materiil (sifat melawan hukum).  
Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik 
sifat berbuat maupun sikap tidak berbuat. 
c) Unsur moril (pelaku itu sendiri).  
Pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukannya. 
Unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, 
namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-
persoalan hukum pidana dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. 
Kedua unsur khusus. Yang dimaksud unsur khusus ialah unsur 
yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda 
antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah 
yang lainnya.25 
 
                                                          





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Gas Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Jateng 
Indonesia pada umumnya menggunakan gas LPG untuk kebutuhan 
memasak, baik di kalangan masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah. 
LPG singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yaitu hidrokarbon yang dicairkan 
dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan 
penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran 
keduanya.26 Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2007, Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan gas LPG 
dari sebelumnya minyak tanah. Dikarenakan minyak tanah tidak lagi mendapat 
subsidi sehingga harganya mencapai 100% naik. Kala itu Pemerintah 
memberikan gas LPG tabung 3 kg beserta kompor gas kepada masyarakat 
kurang mampu secara cuma-cuma untuk menunjang program Pemerintah dari 
minyak tanah ke LPG.  
Program konversi minyak tanah ke gas subsidi 3 kg yang terdapat dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg. 
Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari 
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Badan Usaha, harga patokan dan harga jual beli eceran serta ketentuan ekspor 
dan impor LPG 3 kg, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Sedangkan dalam 
Pasal 3 ayat (1) mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 
kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Pada Pasal 4 ayat 
(1) disebutkan pelaksaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg diawali 
dengan memberikan secara gratis tabung gas LPG 3 kg dan kompor gas 
berserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro. Pemberian 
ini hanya diberikan satu kali saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 
(2).27 
Selanjutnya penyediaan dan distribusi gas LPG baik LPG umum 
maupun tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian. 
Adapun system pendistribusian gas LPG subsidi diatur dalam Pasal 21 ayat (1) 
yang berbunyi “Pengaturan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu 
dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah Distribusi 
LPG Tertentu”. Ayat (2) berbunyi “Pedoman dan tata cara penyelenggara 
Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini”. Berikutnya juga 
diatur dalam Pasal 22 yaitu sebagai berikut: 
(1) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu 
dilakukan oleh Direktur Jenderal secara bertahap sesuai Wilayah 
Distribusi LPG Tertentu. 
(2) Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan: 
a. Kemampuan daya beli Pengguna LPG Tertentu; 
                                                          




b. Jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian 
LPG Tertentu; 
c. Ketersediaan Sarana dan Fasilitas pendistribusian LPG 
Tertentu. 
(3) Direktorat Jenderal melaksanakan pengawasan Sistem 
Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu. 
(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dilakukan Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait 
terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha 
pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 
Tertentu. Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur 
LPG Tertentu. 
 
Sedangkan pengguna gas LPG diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi: 
(1) Pengguna LPG terdiri dari Pengguna LPG Tertentu dan Pengguna 
LPG Umum. 
(2) Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang 
menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg 
dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri. 
(3) Pengguna LPG Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan 
tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan 
lainnya atau dalam bentuk curah (bulk) serta konsumen LPG 
sebagai bahan pendingin.28 
 
Demikian juga dengan halnya penetapan Harga Jual LPG juga diatur 
dalam Pasal 23 yang berbunyi “Harga jual LPG terdiri dari harga jual LPG 
untuk LPG Tertentu dan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum”. 
Selanjutnya penetapan harga diatur dalam Pasal 24 yaitu sebagai berikut: 
(1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari harga patokan LPG Tertentu 
dan harga jual eceran LPG Tertentu. 
(2) Harga Patokan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang sudah 
ditetapkan oleh Menteri. 
(3) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan 
marjin yang wajar serta Sarana dan Fasilitas penyediaan dan 
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pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran 
tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada 
titik serah di sub Penyalur LPG Tertentu.29 
 
Berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan Harga 
Eceran Tertinggi gas LPG subsidi sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 
Setelah gas LPG diresmikan, Pertamina mulai mendsitribusikan ke 
seluruh Indonesia. Dalam prakteknya, gas LPG dijual sesuai harga yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak agen-
agen penjual LPG banyak yang melakukan kecurangan demi keuntungan yang 
besar. Persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan 
pihak SPBE untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume 
gas LPG, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan 
pemerintah. Perilaku dari agen ini akan memicu terjadinya persaingan tidak 
sehat yang berupa perebutan pasar. Persaingan usaha tidak sehat adalah 
persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau 
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara 
pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi 
tabung gas itu sendiri, semua itu dilakukan untuk mencapai satu tujuan oleh 
karena itu keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas LPG.  
                                                          





Seperti kasus pelaku membeli tabung gas LPG 3 kg yang masih kosong 
dan tabung gas LPG 12 kg dalam keadaan isi lalu tabung gas LPG 12 kg 
dipasang selang regulator dan dipindahkan ke tabung gas LPG 3 kg tersebut 
dan dijual dengan murah, sangat merugikan pihak konsumen. Beberapa alasan 
yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemindahan gas bersubsidi 3 
kg ke tabung gas non subsidi 5,5 kg dan 12 kg dikemukan oleh Akp. Sujoko 
S.H., M.H bahwa: 
Alasan masyarakat melakukan pemindahan gas bersubsidi 3 kg ke 
tabung gas non subsidi 5,5 kg dan 12 kg dikarenakan masalah 
perekonomian masyarakat, modal yang dimiliki sedikit namun untung 
yang didapat banyak, selain itu gas bersubsidi 3 kg lebih mudah 
ditemukan.30 
 
Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa alasan masih banyak 
pelaku tindak pidana pemindahan gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non subsidi 
5,5 kg dan 12 kg dikarenakan perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, 
modal yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan gas tersebut sedikit 
dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan pelaku. Selain itu, sekarang 
ini pihak Pertamina juga mengeluarkan stok gas 5,5 kg dan 12 kg sedikit 
dibandingkan denga gas 3 kg.  
Modus operandi yang dilakukan para pelaku dalam melakukan 
penyalahgunaan gas bersubsidi dinyatakan oleh Bripda Farkhul Wilda S.H., 
M.H bahwa: 
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Modus operandi pelaku antara lain adalah penyuntikan tabung LPG 3 
kg ke 12 kg dan 60 kg, pengurangan isi, dan penggunaan regulator yang 
dimodifikasi.31 
 
Bripda Farkhul Wilda S.H., M.H menambahkan pernyataannya terkait 
dengan cara pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi, 
yaitu:  
Pelaku membeli tabung gas LPG 3 kg kosong dan tabung gas LPG 12 
kg dalam keadaan isi lalu tabung gas LPG 12 kg dipasang selang 
regulator dan dipindahkan ke tabung gas LPG 3 kg tersebut dan dijual 
harga murah.32  
 
Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa pelaku melakukan 
modus operandi berupa penyuntikan, pengurangan, serta memodifikasi 
regulator jelas jelas bahwa harga dijual murah karena ukuran tidak sesuai 
dengan standarnya. Hal tersebut membuat masyarakat yang membeli gas non 
bersubsidi tersebut mengalami kerugian karena berat yang tidak sesuai. Selain 
itu, pengguna regulator yang dimodifikasi dapat menyebabkan kebakaran yang 
artinya hal tersebut menjadi kerugian besar bagi masyarakat.  
Sebagai negara yang berdasar pada hukum (rechstaat) sebagaimana 
diamanatkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945, maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah 
diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan usaha. Penegakan Hukum 
merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya 
norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas 
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atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
suatu negara hukum, karena hanya dengan penegakan hukumlah maka tujuan 
hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan ketertiban akan dapat dirasakan 
masyarakat. Dalam kasus ini maka harus di proses sesuai hukum yang ada di 
Indonesia. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran 
hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan 
perkara di depan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap 
penyusunan organisasi di dalam rangka penyelenggaraan hukum.33 
Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, 
namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, 
mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang berbuat 
pidana harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. 
Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak 
menyamaratakan.34 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 
AKP. Sujoko S.H., M.H bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus 
tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng 
sebagai berikut: 
1. Dalam hal kontribusi apabila melihat langsung/tertangkap tangan 
akan menindak langsung melalui laporan polisi sesuai format A 
sampai melakukan penyidikan dan Penyelidikan sehingga kasus 
P21 dan disidangkan dalam peradilan 
2. Kepolisian di bagian tertentu seperti bidang Binmas akan 
melakukan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan gas 
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bersubsidi hal tersebut karena merupakan tindak pidana yang 
ancamannya di atas 5 tahun. 35 
 
Peran tersebut sudah sesuai dengan Fungsi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang 
berbunyi: ”fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Pengertian 
kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi 
Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada 
masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ 
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan 
kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti 
berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.36 
Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung 
pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga 
pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah 
sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang 
terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai 
fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa 
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undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan 
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan 
pelayanan masyarakat.37 
Pengemban Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi 
fungsi Kepolisian yang terdiri atas dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam 
dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan 
khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian 
berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi 
semua lingkungan kuasa dan umum yaitu: 
1. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik 
2. Lingkungan kuasa orang 
3. Lingkungan kuasa tempat, dan 
4. Lingkungan kuasa waktu. 
Pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang 
adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan 
wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa 
tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas 
pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat 
dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan 
ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas 
dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta 
kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.  
                                                          





B. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Gas Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Jateng 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Farkhul Wildan, S.H., M.H 
menjelaskan bahwa:  
Upaya kepolisian adalah lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih 
menitikberatkan pada sifat represif (penindakan, pemberantasan/ 
penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dan Lewat jalur non penal, 
menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkapan, 
pengendalian) sebelum terjadi kejahatan.38 
 
Berdasakan wawancara di atas menjelaskan bahwa upaya kepolisian 
dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi di 
wilayah hukum Polda Jateng dapat dijelaskan dibawah ini: 
1. Lewat jalur penal (hukum pidana)  
Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana 
oleh Satdjipto Raharjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan 
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan 
hukum yang dimaksud di sini yaitu merupakan pikiran-pikiran hukum itu. 
Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan 
hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.39 
Penegakan secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik 
sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu memberikan 
keadilan dalam satu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 
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mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan 
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.40 
Hukum pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur 
tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi hukum yang 
dapat dijatuhkan apabila dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang dilanggar 
tersebut dikenal dengan sebutan tindak pidana atau delik, sedangkan 
sanksi hukumnya dikenal dengan istilah pidana (straaf). Pidana sendiri 
didefinisikan sebagai hukuman berupa derita atau nestapa yang sengaja 
ditimpakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.41 Tindak pidana 
merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 
hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana 
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit dalam lapangan hukum pidana hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.42 
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 
pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindakan pidana, maka 
harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 
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pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan 
sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur-unsur 
atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga 
dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. 
Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat 
dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Dalam bukunya Ismu 
Gunadi dan Joenadi Efendi bahwa adanya unsur objekif dan unsur 
subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit). Unsur objektif diantaranya 
perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada 
keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, mungkin ada keadaan 
tertentu yang menyertai perbuatan itu.43 Sedangkan unsur subjektif yaitu 
orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau 
culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat 
berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana 
perbuatan itu dilakukan. 
Jenis-jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis 
pidana ini berlaku jugua bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali 
ketentuan undang-undang itu menyimpang.44 Jenis-jenisnya dibedakan 
antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 
Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, 
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perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana 
tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam 
hal tertentu.45 
a. Pidana Pokok  
1) Pidana Mati  
Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi 
diskursus masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan 
seseorang, padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin 
oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pidana mati 
dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah 
memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah seorang 
yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena 
itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum 
yang tegas yaitu dengan hukuman mati.46 
2) Pidana Penjara  
Pidana penjara ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan 
seseorang, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu 
tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa 
bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk 
tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib 
yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 
                                                          
45 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 195. 
46 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan 




15 tahun (Pasal 12 ayat (2)) KUHP, dan dapat melebihi batas 
maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 (3) 
KUHP.  
3) Pidana Kurungan  
Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana 
penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. 
Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Pasal 10 KUHP, 
dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah 
pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan 
bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman 
yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada 
di bawahnya.  
4) Pidana Denda  
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran 
terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan 
culpa, pidana denda sering dijadikan sebagai alternatif dari pidana 
kurungan. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda 
yang telah diputuskan maka konsekuensi yang harus diterimanya 
adalah ia harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, 
Pasal 30 ayat 2 KUHP sebagai pengganti dari pidana denda).  
b. Pidana Tambahan  
1) Pencabutan Hak-hak tertentu, meliputi pencabutan hak-hak 




2) Perampasan barang-barang tertentu, berupa barang-barang yang 
didapat dari hasil kejahatan dan barang-barang yang dengan 
sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. 
3) Pengumuman Putusan Hakim, didalam Pasal 43 KUHP 
ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya 
diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini aturan umum 
yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
Seperti yang dijelaskan oleh Akp. Sujoko S.H., M.H menyatakan 
bahwa:  
Jika masyarakat menjadi korban maka pelaku akan dijerat pasal 62 
ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen dan/atau pasal 32 aayat (1) Jo 
Pasal 25 huruf 8 UU RI No. 2 tahun 1981 tentang metrologi legal. 
47 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa secara hukum 
pidana para pelaku dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 
8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen dan/atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 25 huruf B 
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrology Legal. Pada 
kasus ini pelaku juga dijerat dengan menggunakan undang-undang 
perlindungan konsumen Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b 
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu: Pertama, Pelaku Usaha: 
adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun tidak yang berdomisili di Republik Indonesia dan 
dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam kasus ini pelaku Artya Brahman 
adalah benar bahwa terdakwa mempunyai usaha di bidang ekonomi yaitu 
penjualan gas LPG. Kedua, unsur “Memproduksi dan atau 
memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak 
sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. Dalam kasus ini pelaku membeli tabung gas LPG 
3 kg yang masih kosong dan tabung gas LPG 12 kg dalam keadaan isi lalu 
tabung gas LPG 12 kg dipasang selang regulator dan dipindahkan ke 
tabung gas LPG 3 kg tersebut dan dijual dengan murah, sangat merugikan 
pihak konsumen. 
2. Lewat jalur non penal 
Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan 
melalui sarana “penal” dan “non penal”. Upaya penanggulangan hukum 
pidana melalui sarana (penal) dalam mengatur masyarakat lewat 
perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah 
kebijakan (policy). 
Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana 
penal) lebih menitik beratkan pada sifat “Represive” (Penindasan/ 
pemberantasan/ penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. 




penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan 
bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement). Dengan kata 
lain penanggulangan pidana dapat dilakukan dengan cara menyerahkan 
kasus tindak pidana pidana yang terjadi kepada pihak penegak hukum 
dalam hal ini, polisi, jaksa, dan KPK untuk diproses sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang 
dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jerah kepada 
pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. 
Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal” dalam suatu 
kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam 
penanggulangan tindak pidana pidana, namun bukan pula suatu langkah 
kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim 
untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena 
permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada 
masalah kebijakan penggunaannya.48 
Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor 
kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang 
tidak dapat diatasi semata – mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan 
jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. 
Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial 
seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social 
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policy). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan 
dalam jalur “prevention without punishment”. Kebijakan sosial pada 
dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya rasional untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan 
pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari 
pembangunan. 
Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat 
perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social 
hygiene), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun 
kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak 
dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah 
“mental health”, “national mental health” dan “child welfare” ini pun 
dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur 
“prevention (of crime ) without punishment” (jalur “nonpenal”). Prof. 
Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, 
kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan 
pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah 
dan menanggulangi kejahatan.49 
Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang 
tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/ mental, tetapi juga kesehatan 
budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti 
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penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat 
(sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak 
hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi 
pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat dari sisi upaya 
nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh 
potensi dukungan dan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk 
mengefektifkan dan mengembangkan “extra legal system” atau “informal 
and traditional system” yang ada di masyarakat. 
Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk 
menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup 
yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. 
Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai 
faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan 
bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya 
nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat 
kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam 
masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai 
sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain 
itu misalnya, media pers/ media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi 
(dikenal dengan istilah “techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi 
efek-preventif dari aparat penegak hukum.50 Mengenai yang terakhir ini, 
Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi 
                                                          




yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai 
pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. 
Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/ operasi yang dilakukan 
kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada 
pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan 
masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu 
diefektifkan. 
Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak 
kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak 
tindakan hukum tidak “efektif” dalam pengertian ini. Orang-orang 
mengabaikan atau melanggar ketentuan. Lazimnya sanksi dibagi menjadi 
dua bagian, imbalan dan hukuman, yakni sanksi positf dan negatif. 
Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan 
memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum 
berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat 
menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga 
konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. 
Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda 
dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa 
lalu, sering digunakan dalam hukum 
Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi 
tindak pidana pidana adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana 




sarana yang non-penal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif 
terhadap kejahatan.  Upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang 
dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani  
faktor-faktor pendorong, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara:51 
a. Cara Moralistik 
Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan 
mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan 
penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. 
b. Cara Abolisionik 
Cara ini muncul dari asumsi bahwa pidana adalah suatu kejahatan 
yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-
sebabnya dan kemudian diserahkan kepada usaha-usaha untuk 
menghilangkan sebab-sebab tersebut.  
Kemudian mengkaji permasalahan yang tengah dihadapi 
masyarakat serta dorongan individual yang mengarah  pada tindakan-
tindakan pidana, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta 
menghukum orang-orang yang telah melakukan pidana berdasarkan 
hukum yang berlaku. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik 
kriminal, keseluruhan kegiatan preventif  yang non penal mempunyai 
kedudukan yang sangat strategis  dalam pencegahan tindak pidana pidana. 
Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan 
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seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur. 
Upaya penaggulangan kejahatan non- penal dapat berupa: 
a. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment) 
b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime 
and punishment mass media). 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal 
lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah 
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan pidana 
dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial 
secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan. 
Melihat tindak pidana pidana yang tengah membudaya di 
Indonesia saat ini, maka sebenarnya perlu ketegasan dan kejelasan 
mengenai praktis operasional. Praktis operasional yang di maksud adalah 
tindakan preventif dan represif harus ada di dalamnya. Sebab kedua 
langkah dan tindakan tersebut akan menghasilkan penyelenggaraan 
Negara yang bebas dan bersih dari pidana. 
Di indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai 
sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa 
adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang 
dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan 
kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (ius 




sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan 
suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial 
  Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan 
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran 
hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat 
kemajuan pembangunan  di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan 
kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah 
peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai 
sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang 
menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup pembinaan 
hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya 
berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada, 
sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara 
manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial 
sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki 
kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di 
masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam 
dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum 
dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada 
cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu merupakan pantulan dari 
masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum 




dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku 
dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang 
steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak 
melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.52 
Optimalisasi jalur non penal sejalan dengan cita-cita bangsa dan 
tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila. Segala 
bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena 
pada hakikatnya pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai 
gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang 
didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Pancasila menjadi 
kesepakatan luhur (modus vivendi) yang kemudian ditetapkan sebagai 
dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non penal dalam pencegahan 
tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila, Pancasila 
menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan 
dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukan kemana bangsa 
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C. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Gas Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Jateng 
Dalam penanganan kasus tidndak pidana penyalahgunaan gas 
bersubsidi di wilayah Polda Jateng tidaklah mudah karena terdapat beberapa 
hambatan. Hasil wawancara dengan AKP. Sujoko S.H., M.H diketahui bahwa 
kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng adalah:53 
1. Keterbatasan personil untuk melakukan patroli sebagaimana tindak pidana 
pengalihan gas merupakan delik biasa.  
2. Pengalihan gas sendiri telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha, 
banyaknya gas bersumber dari pengalihan gas LPG yang tidak sesuai 
dengan tanda tera yang tiding telah disetorkan ke pengecer menjadi 
kesulitan penyidik 
3. Badan hukum metrology legal saat ini belum memiliki penyidik PNS 
mengakibatkan tidak dapat melakukan penegakan hukum terkait dengan 
metrology legal dan hanya dilakukan pembinaan saja 
4. Kurangnya efektivitas pengenaan sanksi pidana kepada pelaku. 
Dari berbagai hambatan yang telah dipaparkan di atas maka perlu 
adanya solusi untuk mengatasinya, diantaranya sebagai berikut:  
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1. Menambah personil 
Penambahan personel akan secara langsung berkaitan dengan anggaran. 
Selama ini kurangnya personel di jajaran Polri dikarenakan terbatasnya 
anggaran yang ada. Aspek anggaran yang masih terbatas akan 
menghambat proses pelaksanakan program dalam melakukan 
penyelidikan dan penyidikan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana 
membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang Polda 
Jateng dulunya hanya membawahi 3 (tiga) lingkup kecamatan, untuk 
sekarang ini ditambah 5 (lima) kecamatan yang menjadi lingkup wilayah 
hukum Polda Jateng. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum 
Polda Jateng kota semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran 
juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai 
kebutuhan maksimal.  
2. Pendisiplinan dalam proses pengalihan gas agar sesuai dengan dengan 
tanda tera yang tiding telah disetorkan ke pengecer menjadi. 
Dalam hal ini saat proses penyelidikan harus melibatkan penyidik yang 
menguasai mengenai teknologi migas. Untuk mewujudkannya Polda 
Jateng dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan 
pelatihan dan pendidikan secara khusus kepada penyidik mengenai 
teknologi migas yang tentunya akan sangat berguna bagi penyidik. 
3. Pengangkatan penyidik PNS dalam lingkungan badan hukum metrology 





4. Perlu ditingkatkannya pengenaan sanksi pidana kepada pelaku 
5. Menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) untuk penanganan tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng. 
Untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait dengan anggaran, maka 
perlu penyusunan rencana kebutuhan (renbut). Anggaran mulai turunnya 
dari awal dari kesatuan Rencana Anggaran Biaya (RAB), lalu menyusun 
RKA-KL (Rancangan Kerja Anggaran-Kementrian Lembaga), hal ini 
nantinya akan diformulir oleh polres bagian perencanaan Kabagren, yang 
selanjutnya akan diformulir ke Polda lalu ke Mabes dan ke Menteri 
Keuangan. Pengajuan kebutuhan anggaran ini diajukan ke renbut agar 
proses pelaksanakan program dalam melakukan penanganan tindak pidana 
penyalahgunaan gas LPG bisa lancar. 
Swadaya dari pihak penyidik Polda Jateng yang di maksud adalah pihak 
kepolisian menggunakan biaya sendiri untuk pemenuhan kekurangan 
sarana dan prasarana yang ada di Polda Jateng, misal untuk pemenuhan 
kekurangan alat penunjang kerja seperti komputer atau laptop, pihak 
kepolisian melakukan swadaya yang mana kebutuhan dipenuhi 
menggunakan biaya anggota penyidik sendiri untuk memenuhi 
kekurangan tersebut, karena hal itu perlu, tanpa hal itu tidak akan berjalan. 
Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana 
penyalahgunaan gas LPG juga salah satu solusi yang dapat dilakukan. 
Mengingat dengan terbatasnya jumlah pewira sebagai pejabat penyidik, 




meningkatnya kriminalitas, maka personil kepolisian yang berpangkat 
bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu 
penanganan tindak pidana penyalahgunaan gas LPG. Selain itu, upaya 
yang dilakukan oleh Polda Jateng Kota khususnya pada bagian Satreskrim 
untuk memenuhi kekurangan personilnya, bobot jam kerja ditambah yaitu 
yang seharusnya jam masuk pukul 07.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB, 
untuk penyidik bagian reskrim jam kerjanya ditambah sampai malam. 
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan peyuluhan dan 
sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana 
penyalahgunaan gas LPG. Pada umumnya meningkatkan kesadaran 
hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum 
yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Polda Jateng Kota 
melakukan penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat 
mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, khususnya tentang 
larangan penyalahgunaan gas LPG. Penyuluhan hukum kepada 
masyarakat ini merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada 
umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam 
melakukan sosialisai atau penyuluhan tentang larangan melakukan 
penyalahgunaan gas LPG adalah aparat kepolisian. Pihak kepolisian 
memberikan penyuluhan hukum secara formal melalui sekolah-sekolah 








Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan 
gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng Dalam hal kontribusi 
apabila melihat langsung/ tertangkap tangan akan menindak langsung 
melalui laporan polisi sesuai format A sampai melakukan penyidikan dan 
Penyelidikan sehingga kasus P21 dan disidangkan dalam peradilan, 
kepolisian di bagian tertentu seperti bidang Binmas akan melakukan 
sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan gas bersubsidi hal tersebut 
karena merupakan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun. 
2. Upaya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan 
gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng yaitu melalui jalur penal 
dan non penal. 
3. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana 
penyalahgunaan gas bersubsidi di wilayah hukum Polda Jateng yaitu 
Keterbatasan personil untuk melakukan patroli sebagaimana tindak pidana 
pengalihan gas merupakan delik biasa, pengalihan gas sendiri telah banyak 
dilakukan oleh pelaku usaha, banyaknya gas bersumber dari pengalihan 
gas LPG yang tidak sesuai dengan tanda tera yang tiding telah disetorkan 




saat ini belum memiliki penyidik PNS mengakibatkan tidak dapat 
melakukan penegakan hukum terkait dengan metrology legal dan hanya 




Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pihak kepolisian juga 
memberikan sosialisasi ataupun himbauan melalui Media, Radio, Televisi, 
Koran. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa 
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